
PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 7/4/PBI/2005 

TENTANG 

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS  

SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM 

 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

Menimbang:    a.  bahwa kelangsungan usaha bank juga tergantung dari 

kemampuan dan efektivitas bank dalam mengelola risiko 

kredit atau meminimalkan potensi kerugian dalam 

mengelola aset; 

  b. bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit bank dapat 

melakukan teknik mitigasi risiko kredit dengan 

menggunakan aktivitas sekuritisasi aset; 

  c. bahwa apabila aktivitas sekuritisasi aset dilakukan tanpa 

memenuhi prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan bank 

menghadapi risiko yang lebih besar;  

  d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk 

mengatur prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi 

aset bagi  bank umum dalam suatu Peraturan Bank 

Indonesia; 

 

Mengingat:   1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31,  Tambahan   Lembaran    Negara   Republik   Indonesia 

 Nomor … 
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   Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3608); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP 

KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI 

ASET BAGI BANK UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

1. Bank  adalah Bank  Umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang 

 Nomor … 
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Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan 

usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang bank asing. 

2. Sekuritisasi Aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek 

beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur 

asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek 

beragun aset kepada pemodal. 

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan 

BMPK adalah BMPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank 

Umum. 

4. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Bank Umum. 

5. Penerbit Efek Beragun Aset selanjutnya disebut Penerbit adalah badan 

hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau 

bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang mempunyai tujuan khusus 

melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset. 

6. Kreditur Asal (Originator) adalah pihak yang mengalihkan aset keuangan 

kepada Penerbit. 

7. Reference Entity adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban 

membayar (obligor) dari aset keuangan yang dialihkan (underlying 

reference asset), termasuk: 

a. penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan yang dialihkan 

(underlying reference asset)  berupa surat berharga;  

 

b. pihak … 
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b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam  hal  aset  keuangan  

yang dialihkan (underlying reference asset) berupa kredit atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu. 

8. Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan adalah nilai terbesar antara: 

a. nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value) yaitu jumlah 

uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi penjualan aset 

keuangan yang dialihkan pada tanggal transaksi setelah dikurangi 

biaya-biaya transaksi; dan 

b. nilai buku aset keuangan yang dialihkan setelah diperhitungkan 

cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. 

9. Efek Beragun Aset selanjutnya disebut EBA adalah surat berharga yang 

diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh 

Kreditur Asal. 

10. Kredit Pendukung (Credit Enhancement) adalah fasilitas yang diberikan 

kepada Penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan 

dalam rangka pembayaran kepada pemodal. 

11. Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) adalah fasilitas talangan yang 

diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran 

kewajiban kepada pemodal. 

12. Penyedia Jasa (Servicer) adalah pihak yang menatausahakan, memproses, 

mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka 

mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada 

Penerbit  sesuai  perjanjian  antara pihak tersebut dengan Penerbit, termasuk  

 

 

 memberikan … 
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memberikan peringatan kepada Reference Entity apabila terjadi 

keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan 

tuntutan. 

13. Bank Kustodian adalah Bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan 

harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

14. Pemodal (Investor) adalah pihak yang membeli EBA. 

15. Pembelian Kembali (Clean-up Calls) adalah pembelian seluruh sisa aset 

keuangan yang dialihkan sebelum jatuh tempo oleh Penyedia Jasa. 

 

Pasal 2 

(1) Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa 

aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat 

berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) dan aset 

keuangan lain yang setara. 

(2) Aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi  kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki arus kas (cash flows);  

b. dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan 

c. dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada Penerbit. 

 

Pasal 3 

(1) Dalam Sekuritisasi Aset, Bank dapat berfungsi sebagai: 

a. Kreditur Asal; 

b. Penyedia Kredit Pendukung;  

 
c. Penyedia … 
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c. Penyedia Fasilitas Likuiditas; 

d. Penyedia Jasa; 

e. Bank Kustodian; 

f. Pemodal. 

(2) Bank yang melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tidak mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum 

Bank lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; dan 

b. melakukan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini 

serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

 

BAB II 

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM 

DALAM SEKURITISASI ASET 

Bagian Pertama 

Bank sebagai Kreditur Asal 

Pasal 4 

(1) Bank hanya dapat berfungsi sebagai Kreditur Asal apabila aset keuangan 

yang dialihkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2). 

(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal hanya dapat melakukan 

pengalihan aset keuangan kepada Penerbit di dalam negeri. 

(3) Bank sebagai Kreditur Asal hanya dapat mengeluarkan aset keuangan yang 

dialihkan dari neraca (derecognition), apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

 

 a. aset … 
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a. aset keuangan yang dialihkan dari Kreditur Asal kepada Penerbit 

memenuhi kondisi jual putus; dan 

b. Kreditur Asal bukan merupakan pihak terkait dengan  Penerbit. 

(4) Aset keuangan yang dialihkan Bank sebagai Kreditur Asal namun tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicatat 

kembali dalam neraca dan diperhitungkan dalam aktiva tertimbang menurut 

risiko Bank, penilaian kualitas aktiva dan perhitungan BMPK. 

 

Pasal 5 

(1) Kondisi jual putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 

terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset 

keuangan telah dialihkan kepada Penerbit; 

b. risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah 

beralih kepada Penerbit; dan 

c. Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun 

tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan. 

(2) Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang 

independen. 

 

Pasal 6 

Bank dilarang menjadi Kreditur Asal apabila pengalihan aset keuangan dalam 

rangka Sekuritisasi Aset mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal 

minimum Bank menurun. 

 
Bagian … 
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Bagian Kedua 

Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung 

Pasal 7 

(1) Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung dapat 

memberikan fasilitas Kredit Pendukung berupa fasilitas penanggung risiko 

pertama (first loss facility) dan atau fasilitas penanggung risiko kedua 

(second loss facility).  

(2) Setiap penyediaan Kredit Pendukung oleh Bank sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain 

menetapkan: 

1) jumlah fasilitas yang diberikan; dan  

2) jangka waktu fasilitas; 

b. diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset 

Keuangan yang Dialihkan dalam hal Bank juga bertindak sebagai 

Kreditur Asal. 

(3) Jumlah fasilitas Kredit Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian. 

 

Pasal 8 

(1) Penyediaan Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diperlakukan sebagai 

penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal 

minimum dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. apabila Kredit Pendukung merupakan fasilitas penanggung risiko 

pertama, maka Kredit Pendukung akan  menjadi  faktor  pengurang  

Modal … 
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Modal  sebesar nilai terkecil antara jumlah fasilitas  penanggung risiko 

pertama dan jumlah beban Modal (capital charge) dari Nilai Aset 

Keuangan yang Dialihkan; 

b. apabila Kredit Pendukung merupakan fasilitas penanggung risiko 

kedua, maka Kredit Pendukung akan menjadi komponen aktiva 

tertimbang menurut risiko. 

(2) Penyediaan Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diperlakukan 

sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan 

modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah 

Kredit  Pendukung  dan  jumlah  beban  modal dari  Nilai Aset 

Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang 

menurut risiko sebesar Kredit Pendukung, dalam hal Bank penyedia 

Kredit Pendukung juga merupakan Kreditur Asal; atau 

b. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah 

Kredit Pendukung dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan 

yang Dialihkan, dalam hal Bank penyedia Kredit Pendukung bukan 

sebagai Kreditur Asal. 

 

Bagian Ketiga 

Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas 

Pasal 9 

(1) Setiap penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank wajib memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain 

menetapkan: 
1) jumlah … 
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1) jumlah Fasilitas Likuiditas yang diberikan; dan  

2) jangka waktu perjanjian; 

b. jangka waktu Fasilitas Likuiditas maksimum 90 (sembilan puluh) hari; 

c. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat diberikan oleh Bank yang juga 

bertindak sebagai Kreditur Asal maksimum sebesar 10% (sepuluh per 

seratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; 

d. hanya dapat ditarik apabila: 

1) aset keuangan yang dialihkan berkualitas baik dan bernilai 

sekurang-kurangnya sama dengan jumlah penarikan Fasilitas 

Likuiditas; atau 

2) telah memperoleh jaminan Kredit Pendukung atas seluruh aset 

keuangan yang dialihkan apabila aset keuangan tersebut tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1);  

e. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat ditarik oleh Penerbit adalah 

jumlah terkecil antara: 

1) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang berkualitas baik; atau  

2) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang tidak berkualitas baik 

namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung; atau 

3) jumlah yang diperjanjikan;  

f. memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas 

aset keuangan yang dialihkan dibandingkan dengan hak Pemodal; 

g. hanya dapat digunakan untuk mengatasi mismatch dan langsung 

digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemodal; 

dan 

h. tidak dapat ditarik setelah Kredit Pendukung digunakan seluruhnya. 

(2) Jumlah penyediaan Fasilitas Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a angka 1) tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian. 

 Pasal 10 … 
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Pasal 10 

(1) Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperlakukan sebagai penyediaan 

dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum 

sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko. 

(2) Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperlakukan sebagai penyediaan 

dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah 

Fasilitas  Likuiditas  dan jumlah  beban  modal dari Nilai Aset 

Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang 

menurut risiko sebesar Fasilitas Likuiditas, dalam hal Bank penyedia 

Fasilitas Likuiditas juga merupakan Kreditur Asal; atau 

b. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah 

Fasilitas Likuiditas dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan 

yang Dialihkan, dalam hal Bank penyedia Fasilitas Likuiditas bukan 

sebagai Kreditur Asal. 

 

Bagian Keempat 

Bank sebagai Penyedia Jasa 

Pasal 11 

(1) Bank yang berfungsi sebagai Penyedia Jasa wajib memenuhi persyaratan 

antara lain sebagai berikut: 

a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset; dan 

b. didukung oleh sistem administrasi yang memadai. 
(2) Bank … 
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(2) Bank sebagai Penyedia Jasa dapat melakukan Pembelian Kembali. 

(3) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 

dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10% 

(sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;  

b. biaya yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang 

diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan; dan 

c. dalam hal Bank juga merupakan Kreditur Asal dan penyedia Kredit 

Pendukung, Pembelian Kembali tidak digunakan untuk menghindari 

kerugian yang harus ditanggung oleh Kreditur Asal sebagai penyedia 

Kredit Pendukung. 

 

Pasal 12 

(1) Pembelian Kembali yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diperlakukan sebagai 

penyediaan Kredit Pendukung. 

(2) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak 

melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang 

Dialihkan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam 

kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana fasilitas penanggung 

risiko pertama yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. 

(3) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi 

10%   (sepuluh   perseratus)   dari  Nilai  Aset  Keuangan  yang  Dialihkan 

diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban 

penyediaan modal minimum sebagaimana Kredit Pendukung yang tidak 

memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2). 

 Bagian … 
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Bagian Kelima 

Bank sebagai Bank Kustodian 

Pasal 13 

(1) Bank yang berfungsi sebagai Bank Kustodian wajib menjalankan kegiatan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal dan atau Penyedia Jasa tidak 

dapat bertindak sebagai Bank Kustodian. 

 

Bagian Keenam 

Bank Sebagai Pemodal 

Pasal 14 

(1) Bank dapat  memiliki EBA  melalui pembelian secara tunai, atau dalam hal 

Bank sebagai Kreditur Asal dapat juga melalui tukar-menukar dengan aset 

keuangan yang dialihkan. 

(2) EBA yang dimiliki Bank diperlakukan sebagai penyediaan dana dan 

diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk EBA berupa senior tranche merupakan komponen aktiva 

tertimbang menurut risiko; 

b. untuk EBA berupa junior tranche merupakan faktor pengurang Modal 

sebagaimana fasilitas penanggung risiko pertama yang diatur dalam 

Pasal 8 ayat (1) huruf a. 

 

 

 

 
Pasal 15 … 
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Pasal 15 

(1) Bank sebagai Pemodal yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal hanya 

dapat membeli EBA maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai 

Aset Keuangan yang Dialihkan. 

(2) Pembelian EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum sebesar 

penyediaan dana sesuai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang 

berlaku. 

(3) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bank wajib memperhitungkan pembelian EBA tersebut sebagai 

penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal 

minimum sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara 

jumlah pembelian EBA dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan 

yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko 

sebesar EBA yang dibeli. 

 

BAB III 

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN  

PENILAIAN KUALITAS AKTIVA  

DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET 

Pasal 16 

(1) Dalam perhitungan BMPK, penyediaan dana dalam rangka aktivitas 

Sekuritisasi Aset ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada Reference 

Entity. 

(2) Penyediaan dana kepada Reference Entity sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset keuangan 

yang dialihkan dari masing-masing Reference Entity.  
Pasal 17 … 
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Pasal 17 

(1) Bank sebagai Kreditur Asal yang juga bertindak sebagai penyedia Kredit 

Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas dan atau Pemodal hanya dapat 

menyediakan seluruh fasilitas dalam Sekuritisasi Aset maksimum 20% (dua 

puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.  

(2) Pemenuhan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum setiap fasilitas yang 

diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 serta 

sesuai ketentuan BMPK yang berlaku. 

(3) Bank yang melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib memperhitungkan kembali aset keuangan yang dialihkan baik 

dalam neraca maupun  perhitungan  aktiva  tertimbang  menurut  risiko 

serta memperhitungkan pelampauan fasilitas yang diberikan sebagai faktor 

pengurang Modal. 

 

Pasal 18 

(1) Penetapan kualitas EBA didasarkan atas: 

a. kualitas EBA sesuai dengan penilaian kualitas surat berharga 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; atau 

b. kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset 

keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, 

apabila EBA tidak memiliki peringkat. 

 

(2) Penetapan … 
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(2) Penetapan kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas didasarkan 

atas kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset 

keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 

Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.   

 

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal 19 

(1) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal, penyedia Kredit Pendukung, 

penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 

13 wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. 

(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyampaikan:  

a. laporan rencana pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas 

Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan 

b. laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas 

Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

setelah perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani. 

(3) Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung, penyedia 

Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian namun bukan 

sebagai Kreditur Asal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitas paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja setelah perjanjian ditandatangani. 

 

 (4) Laporan … 
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(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib 

dilengkapi dengan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 

Sekuritisasi Aset.  

(5) Dalam hal bank melakukan lebih dari 1 (satu) fungsi dalam satu aktivitas 

Sekuritisasi Aset, bank wajib menyampaikan laporan berbagai fungsi 

tersebut sebagai satu kesatuan. 

 

Pasal 20 

(1) Bank sebagai Kreditur Asal dinyatakan terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a apabila Bank 

menyampaikan laporan dimaksud melampaui batas akhir waktu 

penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a 

sampai dengan 1 (satu) hari sebelum perjanjian ditandatangani. 

(2) Bank sebagai Kreditur Asal, penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas 

Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian dinyatakan terlambat 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 

huruf b dan ayat (3), apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud dalam 

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian 

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan          

ayat (3). 

 

Pasal 21 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib disampaikan 

kepada Bank Indonesia, dengan alamat: 

 

a. Direktorat … 
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a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta 10110, 

bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank 

Indonesia; 

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar 

wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. 

 

BAB V 

SANKSI 

Pasal 22 

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar 

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan.  

(2) Bank yang belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya 

jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 23 

Bank yang melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset namun tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan 

pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu,  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998. 

 BAB VI … 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan 

Bank Indonesia ini akan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. 

 

Pasal 25 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal 20 Januari 2005 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA 

 

 

 

 

BURHANUDDIN ABDULLAH 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 14 

DPNP 



PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR: 7/4/PBI/2005  

TENTANG 

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS  

SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM 

 

UMUM 

Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi berbagai risiko antara 

lain risiko kredit yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty 

memenuhi kewajibannya. Risiko ini pada dasarnya dapat bersumber dari 

berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, treasury, investasi dan 

pembiayaan perdagangan. 

Untuk memitigasi risiko kredit, pada umumnya Bank menempuh berbagai 

upaya antara lain dalam bentuk setoran jaminan, asuransi atau agunan. Sejalan 

dengan perkembangan usaha, kompleksitas transaksi dan jenis risiko, terdapat 

teknik mitigasi risiko kredit lain yang telah dikenal sesuai dengan standar 

praktek internasional (best international practices) yaitu Sekuritisasi Aset. 

Sekuritisasi Aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan dari 

Kreditur Asal (Originator) kepada pihak lain dipandang sangat potensial untuk 

dilakukan oleh Bank. Melalui Sekuritisasi Aset, Bank diharapkan dapat 

mengelola risiko kredit dengan lebih baik yang berimplikasi pada perhitungan 

kewajiban penyediaan modal minimum sekaligus dapat meningkatkan likuiditas 

Bank untuk menunjang kegiatan intermediasi.  

 

 
Untuk … 
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Untuk memperoleh manfaat Sekuritisasi Aset tersebut, maka perlu 

dilakukan pengaturan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Sekuritisasi 

Aset sebagai dasar dan panduan sehingga Bank dapat melaksanakan aktivitas 

Sekuritisasi Aset secara efektif. 

 

PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Aset keuangan/tagihan dari perjanjian yang telah jatuh tempo 

dan atau telah dihapusbuku tidak memenuhi kriteria memiliki 

arus kas.  

Huruf b 

Termasuk dalam pengertian ini  antara lain tagihan yang timbul 

di kemudian hari (future receivables) seperti tagihan kartu 

kredit. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan pemindahtanganan dengan bebas antara 

lain tidak selalu harus disertai dengan pemberitahuan kepada 

debitur. 
Pasal 3 … 
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Pasal 3 

Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

  Huruf a 

Cukup jelas. 

  Huruf b 

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum, Batas Maksimum Pemberian 

Kredit Bank Umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat 

dan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.    

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Saat ini bentuk Penerbit di dalam negeri yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Kontrak Investasi 

Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yaitu Kontrak Investasi 

Kolektif yang dilakukan antara Manajer Investasi dan Bank 

Kustodian. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan aktiva tertimbang menurut risiko adalah 

aktiva   tertimbang   menurut   risiko   sebagaimana   dimaksud  dalam  

 

 ketentuan … 
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ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf  b 

Dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA, maka yang dimaksud 

dengan Penerbit adalah Manajer Investasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang 

berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank 

Umum. 

Ayat (4) 

Pencatatan kembali aset keuangan yang telah dialihkan ke dalam 

neraca tidak berarti membatalkan transaksi pengalihan aset keuangan 

yang telah dilakukan. 

Perhitungan kembali risiko kredit aset keuangan yang telah dialihkan 

adalah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku antara lain Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum, Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 

dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Termasuk dalam pengertian manfaat adalah hak atas arus kas dari 

aset keuangan. 

 Dalam … 
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Dalam hal Kreditur Asal sebagai Penyedia Jasa masih menerima 

arus kas dari aset keuangan yang dialihkan, maka Kreditur Asal 

hanya meneruskan (pass through) arus kas tersebut kepada 

Penerbit atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit. 

Huruf b 

Pengalihan risiko akan dinilai tidak signifikan antara lain apabila: 

1. Kreditur Asal memberikan Kredit Pendukung, Fasilitas 

Likuiditas dan atau bertindak sebagai Pemodal melampaui 

20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang 

Dialihkan; 

2. pembayaran yang diterima oleh Kreditur Asal atas aset 

keuangan yang dialihkan kepada Penerbit berasal dari 

fasilitas yang diberikan oleh Kreditur Asal, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Huruf c 

Pengendalian baik langsung maupun tidak langsung antara lain 

dapat dinilai dari: 

1. kemampuan untuk menggunakan dan atau mengagunkan 

aset keuangan yang dialihkan;  

2. ada tidaknya persyaratan dan atau perjanjian yang akan 

menghambat pengalihan, penggunaan dan atau pengagunan 

aset keuangan yang dialihkan seperti adanya call option atau 

kewajiban untuk membeli kembali (agreement to 

repurchase) aset keuangan yang dialihkan. 

 

 

 

 Ayat (2) … 
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Ayat (2)  

Pendapat auditor independen adalah pendapat dari Kantor Akuntan 

Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar 

Modal. 

Pendapat hukum yang independen adalah pendapat dari Kantor 

Konsultan Hukum yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. 

 

Pasal 6 

Penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank 

dihitung sebelum memperhitungkan fasilitas-fasilitas lain yang dapat 

diberikan/dilakukan oleh Kreditur Asal antara lain Kredit Pendukung, 

Fasilitas Likuiditas dan atau Pembelian Kembali serta biaya-biaya yang 

timbul dalam rangka proses pengalihan aset keuangan namun tidak 

termasuk diskonto (haircut) yang diberikan. 

 

Pasal 7 

 Ayat (1) 

Yang  dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss  

facility) adalah Kredit Pendukung utama yang akan menanggung 

sebagian atau seluruh risiko kredit dari aset keuangan yang menjadi 

dasar penerbitan (underlying) EBA. 

Yang dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko kedua (second loss 

facility) adalah Kredit Pendukung yang akan menanggung sebagian 

atau seluruh sisa risiko kredit yang tidak ditanggung oleh fasilitas 

penanggung risiko pertama. 

 
Fasilitas  … 
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Fasilitas penanggung risiko kedua diberikan setelah tersedia fasilitas 

penanggung risiko pertama. 

Kredit Pendukung dapat berupa antara lain garansi bank, cash 

collateral, overcollateralization, subordinasi dari kelas EBA (junior 

tranche) dan semua bentuk fasilitas lain yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas aset keuangan. 

 Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi 

maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang berlaku. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Ayat (1) 

Perlakuan   Kredit   Pendukung   yang   diberikan   oleh  Bank sebagai  

penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara 

lain Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum 

Pemberian Kredit Bank Umum. 

Huruf a 

Termasuk dalam fasilitas penanggung risiko pertama adalah 

subordinasi dari kelas EBA (junior tranche).  

 

 Yang … 
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Yang dimaksud dengan jumlah beban Modal (capital charge) 

dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan adalah besarnya 

Modal yang harus disediakan untuk mengcover risiko kredit dari 

aset keuangan yang dialihkan dengan memperhatikan ketentuan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar minimum 8% 

(delapan perseratus). 

  Huruf b 

Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko didasarkan pada 

bobot risiko aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan 

ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang 

berlaku. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. 

Huruf c 

Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi 

maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku. 

 

 

 Huruf d … 



 
 

  

- 9 -

Huruf d  

Yang dimaksud dengan aset keuangan yang berkualitas baik 

adalah aset keuangan dengan tunggakan pembayaran sampai 

dengan 90 (sembilan puluh) hari. 

Huruf e  

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Ayat (1) 

Perlakuan Fasilitas Likuiditas yang diberikan oleh Bank sebagai 

penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara 

lain mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 

   Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

 

Pasal 11 … 
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Pasal 11 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Huruf a 

Yang dimaksud dengan nilai sisa aset keuangan yang dialihkan 

adalah nilai buku sisa aset keuangan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan 

Badan Pengawas Pasar Modal tentang Bank Kustodian. 

 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 … 
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Pasal 14 

 Ayat (1) 

Pembelian secara tunai dapat dilakukan melalui pembayaran dengan 

uang tunai, kliring, pemindahbukuan, atau sarana pembayaran 

lainnya. 

EBA yang dibeli oleh Bank dapat berupa EBA yang diterbitkan oleh 

Penerbit di dalam negeri atau di luar negeri. 

Ayat (2) 

Perlakuan EBA yang dimiliki oleh Bank sebagai penyediaan dana 

adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Bank Umum. 

Huruf a 

EBA yang berupa senior tranche adalah kelas dari EBA yang 

memiliki hak memperoleh pembayaran lebih dahulu atas setiap 

arus kas aset keuangan yang dialihkan dibandingkan EBA yang 

berupa subordinasi dari kelas EBA (junior tranche). 

Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko EBA dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 

Huruf b 

EBA berupa junior tranche merupakan salah satu bentuk 

fasilitas penanggung risiko pertama. 

 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 
Pasal 16 … 
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Pasal 16 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

 Ayat (1) 

Termasuk dalam batas maksimum ini adalah Pembelian Kembali yang 

tidak memenuhi syarat sehingga diperlakukan sebagai penyediaan 

Kredit Pendukung. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Atas pelampauan batas maksimum, maka kewajiban untuk 

memperhitungkan setiap fasilitas sebagai penyediaan dana dan dalam 

kewajiban penyediaan modal minimum tidak berubah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk setiap fasilitas. 

Yang dimaksud dengan pelampauan fasilitas adalah selisih antara 

jumlah seluruh fasilitas yang disediakan dengan batas maksimum 

yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset 

Keuangan yang Dialihkan. 

 

Pasal 18 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 

 

 Ayat (2) … 
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 Ayat (2) 

Penilaian kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas dihitung 

secara proporsional sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan. 

 

Pasal 19 

 Ayat (1)  

  Cukup jelas. 

  Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan hari pada huruf a adalah hari kalender. 

Termasuk dalam laporan ini adalah laporan penyediaan fasilitas-

fasilitas lain oleh Kreditur Asal maupun pihak lain dalam rangka 

aktivitas Sekuritisasi Aset.  

  Ayat (3)  

Termasuk dalam laporan sebagai penyedia Kredit Pendukung adalah 

pembelian EBA berupa junior tranche oleh Kreditur Asal di pasar 

sekunder. 

Termasuk dalam laporan sebagai Penyedia Jasa adalah pelaksanaan 

Pembelian Kembali. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

. Pasal 21 … 
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Pasal 21 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 24 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 25 

 Cukup jelas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
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